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Abstract 

 
This research was conducted to determine the effect of accountability and transparency on the performance 
of the Aceh Inspectorate agencies. The object of this research is transparency, accountability and agency 
performance. The number of samples in this study were 42 respondents. Data collected using questionnaires 
with units of Likert scale units. The analytical equipment used in analyzing the data is multiple linear 
regression. Simultaneous results show that accountability and transparency jointly influence the 
performance of the Aceh Inspectorate Office, accountability partially influences the performance of the Aceh 
Inspectorate Office agencies with a regression coefficient of 0.155 and transparency has a partial effect on 
the performance of agency auditors in the Aceh Inspectorate Office with a regression coefficient of 0.137. The 
results of this study imply that the accountability and transparency possessed by auditors will have a real 
influence in improving agency performance for auditors of the Aceh Inspectorate Office. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja 
instansi Inspektorat Aceh. Objek penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas dan kinerja instansi. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 42 orang responden. Data yang dikumpulkan 
menggunakan kuesioner dengan satuan pengukuran satuan skala likert. Peralatan analisis yang digunakan 
dalam menganalisis data adalah regresi linier berganda. Hasil secara simultan menunjukkan bahwa 
akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor 
Inspektorat Aceh, akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat 
Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155 dan transparansi berpengaruh secara parsial terhadap 
kinerja instansi para auditor pada Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,137. 
Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa akuntabilitas dan transparansi yang dimiliki oleh 
auditor akan memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan kinerja instansi bagi auditor Kantor 
Inspektorat Aceh. 

Kata Kunci: akuntabilitas transparansi dan kinerja instansi  

 

PENDAHULUAN 

Akuntansi dan pelaporan keuangan suatu unit pemerintahan, menyajikan informasi 

keuangan yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi, politik dan sosial. Pemakai 

informasi keuangan unit  pemerintah adalah pemerintah, investor dan kreditor, masyarakat, 

pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Informasi keuangan 

yang dibutuhkan adalah informasi mengenai apakah operasi keuangan dijalankan dengan baik, 

apakah pelaporan keuangan dari suatu audit entitas disajikan secara wajar dan apakah entitas 
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tersebut telah mentaati hukum dan peraturan yang ada, dan untuk melihat akuntabilitas secara 

riel, menilai integritas, kinerja dan pertanggungjawaban aktivitas pemerintah. Guna memenuhi 

kebutuhan para pemakai tersebut, informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan  

perlu diaudit, hal tersebut dijalankan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan untuk 

mencapai kualitas audit yang baik.Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi Inspektorat 

Aceh, diperlukan adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Akuntabilitas adalah suatu konsep terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dari 

satu pihak ke pihak yang lain.  

Fenomena yang terjadi pada Kantor Inspektorat Aceh berdasarkan kinerja instansi 

tersebut masih belum memenuhi harapan publik Aceh yaitu terciptanya akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan pada lembaga pemerintah dan masih kurangnya prinsip transparansi 

dalam memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kinerja Kantor Inspektorat 

Aceh yaitu melakukan pengawasan  dan audit keuangan pada setiap kegiatan operasional 

lembaga Pemerintah Aceh. Asumsi ini diperkuat melalui kinerja instansi Kantor Inspektorat 

Aceh berdasarkan penyerapan atau pencapaian anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 

anggaran sejak tahun 2014 sampai tahun 2016 tidak dapat dicapai sesuai target yaitu 

pencapaian 100%. Penyerapan anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan pada seluruh 

SKPA dan SKPK di Aceh yang dianggap bermasalah. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya 

penerapan prinsip transparansi keuangan yang masih belum berjalan dengan harapan 

masyarakat yaitu masyarakat ingin mengetahui secara pasti tentang penggunaan dana publik 

dan bentuk pertanggungjawaban dana publik yang telah digunakan oleh Kantor Inspektorat 

Aceh. Dalam konteks Pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas  merupakan salah satu ciri 

“good governance”, dimana pemikiran tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan 

administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian “Clean Government” atau 

pemerintahan yang bersih. Transparansi dan akuntabilitas dapat dikaitkan dengan reformasi 

saat ini yang menghendaki pemberantasan KKN, khususnya korupsi. Sehingga dengan adanya 

kinerja sistem informasi keuangan daerah yang akurat akan menciptakan pemerintah yang 

transparan dan akuntabel dalam setiap kegiatan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Good Governance 

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan masalah yang paling 

penting dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh 
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masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelanggaraan pemerintah yang baik 

adalah sejalan dengan meningkatkannya tingkat pengetahuan masyarakat disamping adanya 

pengaruh globalisasi.Ganie-Rochman (2012:145) menyebutkan governance adalah mekanisme 

pengelolaan sumber ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor 

non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang 

terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Sedangkan 

menurut dokumen United Nations Development Program(UNDP) yang dikutip oleh Renyowijoyo 

(2013: 18) mendefinisikan governance sebagai “ the exercise of political, economic, and 

administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. 

Akuntabilitas 

Mardiasmo (2012:20) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik  merupakan kewajiban 

pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawabandan mengungkapkan 

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah 

(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 

Selanjutnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban memper-tanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan 

secara periodik, (Mardiasmo:2014:20). 

Menurut Krina, (2012:133) menjelaskan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak 

yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Lebih lanjut 

Krina juga menyebutkan bahwa akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan 

menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah 

sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi 

(checks and balances system). 

Transparansi 

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. Transparansi dibangun 

atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan 

informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia 

harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Coryanata,2015:99). 

Krina (2012:133) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses 

atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta 

hasil-hasil yang dicapai. Selanjutnya, Op.cit yang dikutip oleh Krina (2012:133) juga 
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menjelaskan bahwa prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu: (1) komunikasi publik oleh 

pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi yakni adanya 

kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah 

sesuatu mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. 

Keterbukaan informasi diharapkanakan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, 

dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.  

Lebih jauh lagi,transparansi juga terdapat dalam PP. Pasal 4 PP No. 58 Tahun 2013 

menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib,taat pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku,efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. 

Kinerja Instansi 

Kinerja instansi atau organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat 

dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai 

dari perilaku anggota organisasi.Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari 

suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-

sumber tertentu yang digunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari 

serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi 

suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau 

komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.  

Supriyanto (2015 : 40) menyatakan bahwa kinerja perusahaan tidak cukup hanya diukur 

berdasarkan laba akuntansi saja, karena laba akuntansi tidak mempunyai makna riil apabila 

apabila tidak didukung oleh kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah  secara 

ekonomis. 

Mangkunegara (2010:15) menyebutkan bahwa kinerja dibedakan menjadi 2 (dua),  yaitu: 

1. Kinerja individu   

Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas 

berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. 

2. Kinerja organisasi  

Kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok. 

Hubungan Akuntabilitas Dengan Kinerja Instansi 

 Akuntabilitas merupakan kemauan memberikan penjelasan dan justifikasi keinginan dan 

perbuatan kepada yang berkepentingan (Hunt, 2006:43). Berbeda dengan transparansi yakni 

mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relevan 
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atau laporan yang terbuka pada pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) 

dan dipublikasikan (Haryatmoko, 2013:112). Pada akhirnya, unsur akuntabilitas menjadi suatu 

kebutuhan didalam pengelolaan pemerintah termasuk bidang keuangan (Hudayah, 2012), 

khususnya dalam hal penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dengan adanya penerapan 

akuntabilitas akan tercipta kinerja instansi yang lebih baik. 

Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. 

Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan 

pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu 

meningkatkan kinerja pemerintah daerah. 

Hubungan Transparansi Dengan Kinerja Instansi 

 Kurniawan (2013:145) mengemukakan, bahwa transparansi terwujud apabila 

pemerintah bersedia untuk menginformasikan kepada masyarakat/DPRD bagaiamana dana 

publik digunakan/dikelola dalam kegiatan dan program pemerintah. Penelitian yang dilakukan 

oleh Hadyrianto (2012:55) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, dan Transparansi pada 

Pengelolaan Anggaran di Universitas  Bina Nusantara, menunjukkan bahwa transparansi 

berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kerangka penelitian dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 Variabel Independen     Variabel Dependen  

 

 

  

 

Gambar 2 Kerangka Penelitian 

 

Prinsip transparansi memiliki dua aspek dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka 

akan informasi-informasi mengenai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah, yaitu 

komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya 

akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani kinerjanya dengan baik. 

Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Transparansi harus seimbang 

dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi 

Akuntabilitas 

(X1) 

Transparansi 

(X2) 

Kinerja 

Instansi 

 (Y) 
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hak privasi individu. Pemerintah daerah seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas 

tentang caramen dapatkan informasi (Krina, 2013:134). 

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah: 

H1:  Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja instansi 

Inspektorat Aceh 

H2:  Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi Inspektorat Aceh 

H3:  Transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi Inspektorat Aceh 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Kantor Inspektorat Aceh. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak83 orang, namun dalam penelitian ini 

responden dalam penelitian ini ditentukan sebesar 50% karena berdasarkan pendapat Sekaran 

(2015:132) bahwa penelitian kuantitatif dapat mengambil 10 – 100% dari total populasi yang 

berjumlah diatas 83 orang, sehingga penelitian ini mengambil sebesar 42 orang. Populasi dan 

sampel dijelaskan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Populasi Penelitian 

No Jabatan Populasi Sampel 

1. 
2. 
3. 

Kepala Unit Pemeriksa 
Pemeriksa Muda 

4 
31 
48 

2 
16 
24 

 Jumlah 83 42 
Sumber : Kantor Inspektorat Aceh, (2018) 

 
Teknik Pengumpulan Data 

 Data dalam penelitian ini menggunakan data primer, yang didapat dengan melakukan 

penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung terhadap 

responden yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner didistribusikan dengan 

cara disampaikan langsung oleh peneliti kepada responden yang selanjutnya akan dihubungi 

beberapa hari kemudian untuk mengambil kembali kuesioner yang telah diisi. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu : 

Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian 

ini yang menjadi dependent variable adalah kinerja instansi yaitu indikator pencapaian hasil 
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dari organisasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta 

merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi, (Robbins, 2013). 

Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Sekaran (2015 : 117) Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat, 

entah secara positif atau negatif. Variabel independent dalam penelitian ini diwakili oleh 3 (tiga) 

dimensi yaitu: 

a. Akuntabilitas (X1) 

 Merupakan kewajiban penerima tanggungjawab untuk rnengelola sumber daya, melaporkan, 

dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan 

sumber daya publik kepada pihak pemberi mandate (principal) (Mahmudi, 2013). 

Akuntabilitas diukur dengan 5 (lima) item pertanyaan menggunakan skala interval Likert 5 

(lima) poin. Jadi indikator yang digunakan adalah tugas dilaksanakan dengan baik, 

hukuman/sanksi, pelayanan lebih baik, tanggung jawab dan tepat waktu. 

b. Variabel Transparansi (X2) 

 Merupakan Adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Menjamin akses atau kebebasan 

bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang 

dicapai. (Krina: 2013).Transparansi diukur dengan 3 (tiga) item pertanyaan menggunakan 

skala interval Likert 5 (lima) poin. Jadi indikator yang digunakan adalah keterbukaan, 

aksesabilitas dan publikasi. 

Teknik Analisa Data 

Peralatan analisis regresi linear berganda merupakan suatu teknik untuk membangun 

model matematis yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh satu atau beberapa 

variabel indepeden terhadap variabel dependen. Dalam hubungan dengan penelitian ini variabel 

independen adalah akuntabilitas dan transparansi(X) sedangkan variabel dependent-nya adalah 

kinerja instansi (Y) dengan persamaan estimasinya adalah : (Santoso, 2015 : 290). 

Y = a+ b1X1 +b2X2 +e 

Keterangan : 

Y  = Kinerja Instansi 
X1  = Akuntabilitas 
X2  = Transparansi 
a  =  Konstanta 
b1–b2  = Parameter 
e = Error Term 
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HASIL ANALISIS 

Persepsi Terhadap Akuntabilitas 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel akuntabilitas Kantor Inspektorat Aceh 

diperoleh nilai rerata sebesar 4.16 yang bermakna bahwa akuntabilitas bagi seorang auditor ini 

sudah relatif baik, hal ini dapat dilihat dari pernyataan mengenai proses pembuatan keputusan 

secara tertulis, akurasi dan kelengkapan informasi tentang program, kejelasan sasaran 

kebijakan yang diambil dan didokumentasikan, kelayakan dan konsistensi dari target 

operasional, adanya pelaporan tentang setiap program, dan adanya evaluasi terhadap 

keberhasilan program. Berdasarkan pernyataan responden dapat dijelaskan bahwa responden 

dalam penelitain ini menyatakan setuju bahwa penerapan prinsip akuntabilitas akan 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja instansi Inspektorat Aceh, terutama dalam 

mengawasi keuangan Pemerintah Daerah Aceh. 

Persepsi Terhadap Transparansi 

Transparansi merupakan adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Menjamin akses 

atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta 

hasil-hasil yang dicapai. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel 

transparansi diperoleh nilai rerata sebesar 4.15, atau responden menyatakan setuju bahwa 

transparansi yang diterapkan oleh pegawai pada Kantor Inspektorat Aceh berpengaruh dalam 

meningkatkan kineja instansi Kantor Inspektorat Aceh. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan 

responden mengenai adanya penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, adanya 

akses publik pada informasi atas suatu keputusan, adanya sistem informasi manajemen dan 

monitoring hasil, adanya penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, adanya penyediaan 

informasi yang jelas tentang biaya biaya, dan penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung 

jawab. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa penerapan prinsip transparansi 

yang dilakukan oleh pegawai pada Intansi Kantor Inspektorat Aceh mampu memberikan 

pengaruh dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Aceh, terutama dalam adanya keterbukaan 

informasi kepada publik. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya prinsip transparansi 

atau keterbukaan informasi kepada publik akan menjadikan organsiasi memiliki kinerja yang 

baik. 

Persepsi Terhadap Kineja instansi Kantor Inspektorat Aceh 

Kinerja instansi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan 
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mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku 

anggota organisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel kinerja instansi diperoleh 

nilai rerata sebesar 4.19, atau responden menyatakan setuju bahwa kinerja instansi yang 

dimiliki oleh auditor sudah sesuai. Hal ini juga dapat dilihat dari pernyataan responden 

mengenai adanya tanggung jawab petugas terhadap setiap laporan yang diterima, adanya 

kecepatan pelayanan yang menjadi standar organisasi dalam memberikan pelayanan, adanya 

sikap sopan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

kepastian biaya pelayanan yang diberikan oleh petugas berdasarkan ketentuan, kepastian 

jadwal pelayanan sudah tertulis secara jelas di papan pengumuman, kenyamanan lingkungan 

kantor sangat dijaga oleh pihak organisasi dan keamanan pelayanan menjadi prioritas utama 

organisasi dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan pernyataan diatas dapat dijelaskan 

bahwa kinerja instansi Inspektorat Aceh sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan 

publik, hal ini tidak terlepas dari adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip 

transparansi yang dilakukan oleh instansi tersebut. 

Pembahasan 

Hasil regresi berganda di dapat nilai konstanta sebesar 2.359 artinya jika akuntabilitas 

(X1) dan transparansi (X2), dianggap konstan, maka besarnya kinerja instansi pada Kantor 

Inspektorat Aceh  adalah sebesar 2.359 pada satuan skala likert. Koefisien regresi akuntabilitas 

sebesar 0.155. Artinya bahwa setiap 100% perubahan (perbaikan, karena tanda +) dalam 

variabel akuntabilitas, maka secara relatif akan meningkatkan kinerja instansi pada Kantor 

Inspektorat Aceh sebesar15.5%, dengan demikian akuntabilitas yang ada pada Kantor 

Inspektorat Aceh, dapat berpengaruh terhadap kinerja instansi pada Kantor Inspektorat Aceh. 

Koefisien regresi transparansi sebesar 0.137. Artinya setiap 100% perubahan  (perbaikan, 

karena tanda +) dalam variabel transparansi, maka secara relatif akan meningkatkan kinerja 

instansi pada Kantor Inspektorat Aceh  sebesar 13.7%, jadi dengan adanya transparansi, maka 

secara relatif akan dapat meningkatkan kinerja instansi pada Kantor Inspektorat Aceh. Jadi 

dengan adanya penerapan prinsip transparansi, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan 

kinerja instansi pada Kantor Inspektorat Aceh. 

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa dari ketiga variabel yang diteliti, 

ternyata variabel akuntabilitas (X1) mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja instansi 

pada Kantor Inspektorat Aceh, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.155, kemudian diikuti 

oleh variabel transparansi(X2) dengan koefisien sebesar 0.137. Hal ini mengindikasikan bahwa 
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akuntabilitas yang ada dilingkungan KantorInspektorat Aceh, dapat meningkatkan kinerja 

instansi secara nyata. 

Penelitian ini memberikan indikasi bahwa akuntabilitas yang dimiliki oleh pegawai pada 

Kantor Inspektorat Aceh mempunyai dampak terhadap peningkatan kinerja instansi baik secara 

langsung maupun tidak langsung karena pegawai akan melakukan pekerjaan dan 

mempertanggungjawabkan hasil kerja tersebut kepada publik. 

Transparansimerupakan kebijakan terbuka bagi pengawasan. Menjamin akses atau 

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintah. Jadi dengan adanya prinsip transparansi akan memberikan dampak terhadap 

peningkatan kinerja instansi di masa yang akan datang. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan masalah yang telah dilakukan sebelumnya, 

maka dapat dilihat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh. 

2. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh 

dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155. Hasil penelitian ini akan memberikan dampak 

bahwa akuntabilitas akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja instansi 

Kantor Inspektorat Aceh. 

Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja instansi para auditor pada 

Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,137. Hasil penelitian ini 

memberikan implikasi bahwa dengan transparansi yang dimiliki oleh auditor akan memberikan 

pengaruh nyata dalam meningkatkan kinerja instansi bagi auditor Kantor Inspektorat Aceh. 
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